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Menimbang I a..

BUPATI HAI,IilAHERA BARAT,

bahwa berclasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendatrian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Flalmahera Barat
Tahun '2022 terhadap jumlah anak yang mengalami status gizi
buruk di Kabupaten Halrnahera Barat adalah sebanyak 444 anak
dimana pada 50 anak masuk dalam kategori status gizi buri-ri<
berat yang memeriukan penanganan khusus untuk memperbaiki
status gizin1.a, sehingga clalam rangka meningkatkan status gizi
clan rnenumnkan angka kematian anak akibat gizi buruk tii
Kabupaten Halrnahera Barat perlu penanganan khusus dari
Pemerintah Daerah untuk rnernperbaiki status gizinya;
Lrahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan
Belanja f)aerah iruruf D angka 4 huruf d angka 1i dsn 3i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A20
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
mengamanatkan trahwa tata cara penggunaan Beianja Tidak
Terduga (81"I) keperluan mendesak meliputi ketrutuhan daerah
rlalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannJra
beium tersedia dalan tahun anggaran tre{alan dan Pengeluaran
I)aerah yang berada ditruar kendaii Femerintah Daerah dan ticlak
dapat diprediksi sebelurnnya serta amanat peraturan perundang-
undangan;
bahwa Lrerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn
huruf a dan huruf tr, perlu menetapkan Keputusan Ilupati
tentang Penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan
Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Ticlak Dapat
Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Penanganan Balita Gizi
Buruk di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 20'23.

Undang-unrlang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-unrlang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan llaerah-daerah Swatantla Tingkat II llalam
Wilayah Daerah Sin'atantra Tingkat I i\4aluku rnenjadi undang-
undang;
lJndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggal?an
Negara yang Elersih Dan Betras Dari Korupsi, Kolusi Ilan
Nepotisme;
Undang-unclang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Setragaimana telah diubah
dengan {Jndang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tent"ang Pemtrentukan
KaLrupaten Flalmahera Utara, KaLrupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Su1a, KaLrupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku. Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
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6. I-lnclang-undang Nomor 1 Tahun zaa4 tentang lrerbendaharaan
Negara;

7 - undang-undang Nomor 1s rahrin 2004 tentang pemeriksaan
Pengeloiaan Dan Tanggungjawab Keriangan Negara;

8. undang-unclang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sist.em Jaminan
Sosial Nasional;

q. Undang-unclang l{omor 36 l-ahun 2oog tentang Kesehatan;
tro"undang-unclang Nomor 23 T;rhun 2ol4 tentang lremerintahan

Daerah;
ll.Peraturan Pemerintah lr{omor s5 Tahun 200s tentang nana

Perimbangan;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1Z Tahun 201S

Pangan dan {iizi;
tentang Ketahanan

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

15.Peraturan Menteri f)alam Negeri Nomor Z7 Ta]nun 2O,2O
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014
Upaya Pertraikan Gizi;

l7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun '2AA tentang)

Pecloman Gizi Seimbang;
l8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang;

Pemantauan Perturnbuhan, perkembangan dan Gangguan
Tumbuh KenLrang Anak;

l9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2A:.4 tentang
Pusat Kesehatan Mas3,arakat;

2tJ.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Pednman Penveienggaraan prograrn Indonesia sehat rlengar:l
Pendekaran Keluarga;

21'Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2}lg tenrang
Pelaksanaan ?eknis Surveilans Gizi Buruk;

22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor '29 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Masaiah Gizi BagriAnak Akibat pen-vakit;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nornor 2 ?ahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
'2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;

24. Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor S 1ahun
20'22 t-entang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Flalmahera Barat Tahun Anggaran ,2A23;

25.Peraturan Bupati Flaknahera Barat Nomor 1.8 Tahup 2A'22
tentang Pedoman Pengelolaan rtelanja Tidak Terduga di
Kabupaten Flalmahera Barat;

26.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 'ZO2,z
tentang Percepata.n Penurunan Stunting;

?T.Peraturan I3upati Halmahera Barat Nomor 69 Tahul 'ZA'ZZ
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OZ3;

Memperhatikan : Proposal Kepala Dinas Kesehat-an, Pengenrlalian penriuduk cian
Keluarga Berencana Kab. Halmahera Bara.t Nomcr:
800/055.a/'2an tanggal 24 Jan:uari 2023, perihal: permerhonan
l3antuan l)ana Penanganan Kasus Gizi Euruk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KtrSATU Penetapan Flelanja Tidak rerduga {BTT} untuk Keperluan
Mendesak Pelayanan Dasar Diiuar Kendali clan Tidak Dapat
Diprediksi Sebeluinnya dalarn Rangka penanganan Balita Gizi
tsuruk di Kabi-ipaten Halmahera Barat Tahun ,2025.
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Teknis Pelnksanaan kegiatan sebagaimana riimaksud lliktum
Kesatu, diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, pengendalian
Penduduk & KB Kab. Flaimahera Barat clengan betpedoman
sesuai ketentuan peratura n perundang-undangan yang berlaku.
Kepala SKPD yaxg rnelaksanakan Beianja Tidak Terduga {81'T}
untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud Dikturn
Kesatu, sesuai dengan lugas pokok dan fungsinya mengajukan
Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada ppKI]
selaku BUD.
Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkann-r,a
Keputusan ini diLreLrankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Tahun Anggaran
'),o23.

Keputusan ini beriaku pada tanggal ditetapkan.

BARA?,

Ditetapkan di ; Jailola
padatanggal : 1 Fe 2A'23

BUPATI

JAMES UAI{G

Temhusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalarn Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofili,
3. Baclan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku utara di rernate,
4. Inspektur.Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jaiioio,

Ass.Birl. Adm. Umum
Kadis Kesehatan, PP & KB

Kabag Hukum & Orgs
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